
 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

NOMOR 3 TAHUN  2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 

TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

  

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi dan keadilan; 

b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah; 

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penetapan harga 

patokan mineral bukan logam dan batuan berada pada daerah 

provinsi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menentapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan; 

SALINAN 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3164);  

   



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

dan 

BUPATI PADANG PARIAMAN 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak 

Mineral Bukan Logan dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Nomor 9) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan  ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil 

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan 

volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar/harga patokan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 

(3) Nilai pasar/harga patokan dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang 

berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan 

logam dan batuan. 

(4) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

 

 

 



Pasal 6 

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman. 

 

 

  Ditetapkan di Parit Malintang 

  pada tanggal 17 Mei 2021 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

         

                                                           ttd 

 

    SUHATRI BUR 

Diundangkan di Parit Malintang 

pada tanggal 17 Mei 2021 

      SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 

                      ttd 

 

      JONPRIADI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 3 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI 

SUMATERA BARAT: (3/16/2021) 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

   TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 

TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

 

I. UMUM 

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting 

bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah dan penerimaan 

daerah yang berasal dari Pajak Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah 

khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin 

meningkat. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan 

pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber 

PAD yang hasilnya semakin meningkat pula antara lain dengan peningkatan 

kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan kemudahan 

perumusan pengaturan jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten 

Padang Pariaman sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka 

dengan demikian Peraturan Daerah khususnya yang mengatur tentang Pajak 

Daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas 

mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan. Disamping itu juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan 

administrasi pemungutannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penetapan harga patokan 

mineral bukan logam dan batuan berada pada daerah provinsi, maka perlu 

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

 

 

 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  

   Angka 1 

     Pasal 5 

      Cukup jelas. 

 Angka 2 

  Pasal 6 

       Cukup jelas. 

Pasal II 

    Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2 

 


